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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengalihfungsian lahan
pemakaman Depok menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Pasar Burung
Depok di Kota Surakarta dan menganalisis perlindungan hukum bagi ahli waris
yang kerabatnya dimakamkan di pemakaman Depok Kota Surakarta.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris. Cara pengumpulan data
yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Subyek penelitian
meliputi (1). Responden, yaitu Joko Jenro selaku Kepala Bidang Pemakaman
DKP Kota Surakarta dan sepuluh ahli waris pengguna tanah makam Depok, (2).
Narasumber yang peneliti ambil berdasarkan hubungan struktural. Alat dan teknik
pengumpulan data sekunder yaitu buku pustaka dengan cara studi dokumen,
sedangkan data primer diperoleh dengan alat pedoman wawancara dengan teknik
pengumpulan data dengan metode wawancara. Lokasi penelitian di Kota
Surakarta, dengan teknik pengambilan sampel dengan Non-Probability sampling,
yaitu Purpisive sampling. Analisis data dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; (1). Proses pengalih fungsian
lahan pemakaman Depok berawal dari SK Wali Kota Surakarta dilanjutkan
dengan adanya panitia, proses tender, sosialisasi, relokasi dan pemberian
kompensasi. Pada tahap sosialisasi proses relokasi menuai konflik dan reaksi
keras dari ahli waris pengguna makam Depok, karena dalam tahap sosialisasi
Pemkot Surakarta tidak memberikan kepastian terkait ganti kerugian relokasi
makam. (2). Perlindungan hukum bagi keluarga pengguna makam Depok secara
preventif yaitu adanya sosialisasi, dan perlindungan hokum represif vyaitu
pemberian kompensasi berupa fasilitas pengambilan kerangka sampai penguburan
kembali; kompensasi uang kepada ahli waris yang berinisiatif memindahkan
sendiri jasad kerabatnya sebesar Rp. 460.000,- per jasad, serta hak untuk
menggunakan tanah makam selama lima tahun dan dapat diperpanjang selama
tiga tahun sebagaimana sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang
pemakaman. Namun sayangnya dalam Perda tersebut belum diatur apabila masa
perpanjangan penggunaan makam telah habis.
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LAW PROTECTION FOR USERS OF FAMILY OF DEPOK BURIAL
PLOT LAND USER CURRENTLY HAS SWITCHED ITS FUNCTION
INTO HAS BECOME A GARDEN DEPOK BIRD MARKET IN
SURAKARTA

Pratami Wahyudya Ningsih*, Sulastriyono®
ABSTRACT

This research aimed to analyze the process of switching the land function from
Depok Burial plot into Green Public Space (RTH) of Depok Bird Market Park in
Surakarta City and to analyze the law protection for the beneficiary whose relative
is buried in Depok Burial plot of Surakarta City.

This study was a combined juridical normative and empirical research. The
methods of collecting data used were library study and field study. The subjects of
research included (1). Respondent, 10 beneficiaries of land users in Depok Burial
plot, (2). Interviewees the author took based on structural relationship. Instrument
and technique of collecting secondary data was document study, while primary
data was obtained by interview guidelines with interview as technique of
collecting data. The location of research was Surakarta City, with Non-Probability
Sampling technique, Purposive sampling. The data analysis was conducted using
qualitative method.

The result of research showed that: (1). The process of switching land function of
Depok Burial plot generates conflict and stringent reaction from the beneficiaries
of Depok Burial plot’s users, because in socialization stage, the Surakarta
Municipal Government did not provide the society the certainty about
compensation for burial plot relocation. In addition, there was also indication of
fun misuse because the compensation that should be given to the beneficiaries
before relocation was given few months after the relocation project had
completed. (2). Law protection for the beneficiaries of Depok Burial Plot, that is,
getting facility to took the skeleton and to rebury; money compensation to the
beneficiaries initiating to move their relative’s dead body by themselves was IDR
460,000.- per body, and the right to using burial plot for five years and can be
extended for 3 years consistent with Local Regulation Number 10 of 2011 about
funeral. However, unfortunately the Local Regulation had not governed yet the
extension period of used-up burial plot use.
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